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ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf j UU Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi UU, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang untuk
menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan
Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, maka perlu menetapkan Keputusan KPU
Kabupaten Karanganyar tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini
adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); UU Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 109-
117); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara
RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5189); UU Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109); Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11
Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi
Independen  Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, treakhir dengan



CATATAN :

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi
Independen  Pemilihan Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2018 sebagimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2018; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor
2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU
Kabupaten Karanganyar Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/1/2018; Keputusan
KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 8/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2018 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 23/PP.03.2-
Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2017; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor
27/PP.02.3-Kpt/3313/KPu-Kab/1/2018 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 33/PL.03.3-
Kpt/3313/KPU-Kab/11/2018 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal
12 Februari 2018.
Lampiran 1 Halaman.



